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PERATURAN BUPATI KATINGAN
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Mengingat : 1.

BT]PATI KATINGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah l(abulmten

Katingan Norulr I Tahun 2015 tentang Penrbahan Kedua

^Atas Feraturan Daerah I(abupaten Katingan Nomor 6 Tahun

2OO8 tentang organisasi da0Tata Kerja Inslrelrtora! Badan
perencanaan- eeilbangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah l(abupaten Xatit gr* aryrar lebih E dty" guna dan

berhasil guna, maka p"it . ait"t"pf"n Peralrran Bupati

Katingan tentang Tugas ,P"FF fungsl dan Uraian trgas
Satrrair PoEsi f.*o.g Preia l(abupaten Katingan;

batrwaberd,asarkarrpertimbangansebagaimaaadirnaksrrd
e"d; huruf a diatas, pedu ditetapkan dengan Perahrran

Btrpti Katisgan;

undang*undang Nomor 8 Tatrun lg74 tentang Pokok-Pokok

*.p.g":*ri* gimbaran Negara Republik Indonesia Tahun

lgd Nomor 
'S5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom#3oall; sebagaimana tetah diubatr dengan

urra.rrrundang Nomor a3 Tahun L999 tentang Peru-balran

Atas uiaanSuiaang Nomor g Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian'iL.*Uroo Negara Rrepublik Indonesia

Tahun tbgg Nomor 169, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890|;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun zoCIlz tentang
pembeitukan kabup.ten lfutingan, I(abupaten Senr5rag,

rao'upaten suramara, Kabutrraten I^amandau, Kabupaten

cununsMas,Kabupa,tenPrrlangPisau,-I(abrrpatenMurung
*A ain xauupaten Barito Timur di Provinsi IGlimantan
fei*ah g,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2gp,2

NoJor t"g, Tambahan f*mU"rart Negam, Republik Indonesia

Nomor a18O];

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
pembentukan Feraturan Penrnda.g-Undanga' (t-emUary1

N"g"*ReprblikIndonesiaTahun20llNomorS2'
ramuarran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a|;

3.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ql4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

t*6"t"p" kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 20 15 tentang 
' perubahan Kedua Atas undang-

undang Nomor 23 iahun 2OL4 tentang Pemerintahan

n""r"ri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

No*ot 58, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

PeraturanPemerintahNomor16TahunL994tentang
i;b"t"" Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

n.pruiif. Ind'onesia tlnun tgb+ Nomor 22' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSS4T|
sebagaimana dtah aiuUatr d.engan Peraturan Pemerintah

Uo*[r 40 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor L6 Tahun 1'994 tentang Jab1Q1

tr,.ungsionalPegawaiNegeriSipil(LembaranN.esaraRepublik
inao?"tiu Ta.liun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

PeraturanPemerintahNomorl0oTahun2oootentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipi! D4* Jabatan

Strritt iral (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Nomor Lg7, Tambalran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AAZ tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2OOO tentang Pengangkatan Pegawai {*g*T . 
Sipil Dalam

Jabatan StrrrkturJ (lemUaran Negara Republik Indonesia

Nomor 83, Tambahai Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aL94l;
peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraa:n
Pemerintah Daerah (Lembaran Negata Repubtik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2AL4 tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun

2O1L tentang Pembentukan Peraturan PerT.rndang-

undangan (Lehbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot4 Nomor 199);

PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomorSTahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten-KatinganNomor6Tahun2003tentang
Organisasi dan Taia Kerja Inspektorat, Badan- Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaftn Katingan (Lembaran daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2OlS N5moi 54, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 25);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011

i."t"r.g pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015

tentangPembentukanFtodukHukumDaerah(Berita
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 25);

5.

6.

7.

8.

9.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGTUGASPoKoK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;

3. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantrran dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalari sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-

UndangDasarNegaraRepubliklndonesiaTahunl94S;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahandiDaerah;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Katingan;

7. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah;

8.KetentramandanKetertibanumumadalahsuatukeadaan
dinamis *d memungkinkan pemerintah, Pemerintah

Daerah, d^, " masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tentram, tertib dan teratur;

g.SatuanPerlindunganMasyarakatadalahwargamasyarakat
yang disiapkan aan aiuekali pengetahuan serta keterampilan

Lntit< melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna

mengurangi- a"" mempeikecil at iU"t bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan ;

10. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan

yang dilakukan dalam rangka *"lindrngi masyarakat dari

gangguany..gdiakibatk"',ol.hbencanasertaupayauntuk
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban

masYarakat;

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol

PPadalahBagianeerangkatPemerintahDaerahdalam
memelihara d'an *t"yJ"ttggarakan ketentraman dan

ketertiban umum serta ,tt"t "[r1 
t an Peraturan Daerah dan

Peraturan KePala Daerah;

l2.KepalaSatuanPolisiPamongPrajaadalahKepalaSatuan
poiisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;

l3.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidalam
penyelengg;;;; pemerintahan daerah yang terdiri dari

Sekretariai Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah,DinasDaerahd'anLembagaTeknisDaerahdalam
lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;



BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

susunan organsasi satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi-Seksi terdiri dari :

l.SeksiPenegakanPeraturanDaerahdanProdukHukum
Daerah LainnYa;

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;

3. Seksi Saranadan Prasatana;

4. Seksi Perlindungan MasYarakat

d. KelomPok Jabatan Fungsional

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

(1)SatuanPolisiPamongPrajamempunyaitugaspokokmen]rusun
dan melaksan"ku.r, t[Uiialan daerah dalam bidang menegakkan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Kepala Daerah

dan Keputusan bupati, memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan keiertiban umum, perlindungan masyarakat

sesuaiaenganketentuandanperaturanperundang-undangan.

(2)Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksudpada
ayat (1), r"pJ"-S"t"an lolisi Pamong Praja menyelenggarakan

fungsi :

a.Perr.rmusankebijakanteknisdanprogrampadaSatuanPolisi
Pamong Praj a *",'gu'"' peraturan perundang-undangan;

b.pelaksanaankebijakanpenegakanperundang-undangan
daerah;

c. pelaksanaan dan penegakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;

d. penyelenggaraan dan pembinaan kebijakan dalam

perlindungan masyarakat;

e.penyelenggaraandanpengelolasaranaprasaranakantor;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor; dan

g. pengoptimalisasian kinerja kantor dalam mencapai visi dan

misi KabuPaten.



(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal
'-' (r), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis satuan Polisi Pamong Praja

sesuai d.G; t"nii'tttttt yang ditetapkan oleh Bupati

berd.asarkanperaturanptt"'d"ttg-undanganyangberlaku;

b. menetapkan Rencana Kerja Tahunan' Kebijakan Polisi

pamong p;;j 
" 

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

C. mengkoordinasikan pelaksanaa-n kegiatan dan program

dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;

menyelenggarakankoordinasidenganlnstansiterkaituntuk
kelancaran Pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan, mengkoordinir' mengarahkan,- d1'
mengatu, t"gi"1"" Sub Bigian Tatausaha dan para Kepala

seksl di [ngfungan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten

Katingan *."rr"i?"t njuk dan ketentuan sehingga diperoleh

singkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

f. membina bawahan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat

dilaksanakan dengan baik;

g.mengarahkanbawahandalammelaksanakankegiatandan
programsatuanPolisiPamongPrajasesuaidenganarah
dan kebijakan Yang ada;

h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,

memfasilitasi dan memberikan dukungan "-B:
penyelenggaraanPemerintahDaerahdibidangSatuanPolisi
Pamong Praja;

i.mengendalikanpelaksanaankegiatanbawahandilingkungan
satuan polisi r^*orrg Praja be?dasarkan program kegiatan

yang telah ditetapkan agar pelaksanaanya sesuai dengan

rencana;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program

dibidangSatuanPolisiPamongPrajasebagaibahanda]am
pen5rusunan perencanaan kegiatan dan program tahun

berikutnYa;

k.menilaiprestasikerjapejabatdilingkunganSatuanPolisi-- 
pamong F.4i" b"ra.*a,rt .n hasil-hasil kerja yang dicapai dan

sesuaidenganketentuanyangberlakuuntukdipergunakan
sebagai baf,an pengajuatt Sxp dan peningkatan karier;

l.menertibkandanmenind'akmasyarakatataubadan
hukum/aparatur daerah yang mengganggu ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

m. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyaraka! a,tau

badan frufumTaparatur daerah yang melakukan

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah' Peraturan

Bupati/peraturan replla Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah;

n. melakukan tindakan represif non 5rusticial terhadap warga

masyarakat atau badan hukumlaparatur daerah yang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan

Peraturan KePala Daerah;

d.



o.

p.

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Katingan sebagai tindaklanjut; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Katingan sesuai bidang tugasnYa'

(1)

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok

merumuskan, riemberikan pelayanan . 
admjnistrasi kepada

semua unsur di satuan Polisi Ru.*ottg Praja Kabupaten Katingan

-.iiprti administrasi tlmtlm, kepegawaian' keuangan' dan

;;;;k 
"rdinasikan 

penyusun€-n program dan penyelenggaraat:

tugas-tug." "."r* 
i"tpta' aal iugas pelayanan administratif

serta perlengkap"" a"" perbekalan, ketatausahaan, protokol,

hubungan masyarakat dan rumah tangga' 
- 
organisasi'

tatalak"sana dan Lnahsis jabatan serta dokumentasi peraturan

p.t"ta"t g-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja'

Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksudpada
ffi 1f1, Kepala Sub eagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi :

a.pengkompilasianprogramfkegiatanyangdibuatolehmasing-
masing seksi;

b. pelaksanaan administrasi umum meliputi' ketatusahaan'

L",rr.rrgu.r, f anggaran, kepegawaian, penataan organisasi serta

ketatalaksanaan; dan

c. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanu-r-., irg"s pada Satuan Polisi Pamong Praja'

(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpadaayat
(2\,KepalaSrrUe"gianT-ataUsahamempunyaiuraiantugas
sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan' perencanaan

anggaran'?r.r, penyiapan dana serta pertanggungjawaban

keuangan berdasarkan- peraturan perundang-undangan;

b.Menyelenggarakanadministrasiperlengkapanmeliputi
inventarisasiassetSatuanPolisiPamongPraja,pemeliharaan
barang, membuat usulan/pengadaan ATK dan perlengJcapan

rumah tangga kantor serta men1rusun Rencana Umum

Pengadaan Ba.rttg dan jasa (RUPB/J)

c. merumuskan penjrusunan RENSTRA' RENJA' RKA' DPA'

LAKIP, *"ryi"pL"i b.h.r, LKPJ dan LPPD, men]rusun SPM,

SoPsatuanPolisiPamongPrajabersamadenganKepala
Seksi dan KePala Satuan;

d.memeriksadanmengevaluasipelaksanaankegiatandi
lingkungansecretariatSatuanPolisiPamongPrajaserta
menyelenggarakan urusan surat-men5rurat, rumah tangga,

dan urusin lainnya yang belum diuraikan pada seksi lain

danmenyelenggaraku',p"''yosunanlaporanberkalaSatuan
Polisi Pamong Praja kabupaten Katingan;

(2)



e.

f.

ob'

h.

membimbing tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

administratif, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan'

humas dan rumah tangga;

mengecek tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

admlnistratif, 
-keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,

humas dan rumah tangga;

mengontrol tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

admi"nistratif, f,"rr".t[r-t, kepegawaian, ketatausahaan'

humas dan rumah tangga;

mengatur tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

admi"nistratif, 
-keuaigan, kepegawaian, ketatausahaan'

humas dan rumah tangga;

menyiapkan tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

administratif, kluangan, leptgawaian, ketatausahaan'

humas dan rumah tangga kepada pelaksana;

men5rusun tugas-tugas pelaksana dalam pelayanan

administratif, 
'i..rr..tg.tt, kepegawaian, ketatausahaan'

humas dan rumah tangga;

melaksanakan urusan keuangan;

melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis
jabatan;

j.

m.melaksanakanurusanrumahtanggakepegawaiandan
hubungan masyarakat;

monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanan tugas;

membuat uraian tugas staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinya;

membagi tugas kepada staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinya;

memberi petunjuk dan membimbing secara teknis

operasional kepall staf/pelaksana sesuai dengan tupoksinya;

menilai hasil kinerja dan prestasi staf/pelaksana; dan

melaksanakantugas.tugaslainyangdiberikanpimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan

Produk Hukum Daerah lainnYa

Pasal 5

(1) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum
DaerahLainnyamempunyaitugaspokokmenyelenggarakan
kebijakan,p"rgrntegrasiandankoordinasipelaksanaan
kebijakan, menyiipkan perencanaan kegiatan, pembagian tugas,

pem-beri petunjlk, p"*Ui*bingan dan .pengecekan' 
mengontrol'

mengatur, meriyiaptu.r, p".ryo"rtt.tt pelaksanaan program kerj a,

pelaioran dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan

pengendalian p"negat an Peraturan Daerah' melakukan
p"rryir.p.r, *"rr'g.r.Ii"i", mengkaji dan perumusan kebijakan
penyelidikan dai penyidikan Penegakan Perundang-undangan

Daerah.

k.

1.

n.

o.

p.

q.

r.

S.



(2)Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksudpada
ayat (1), Kepala Seksi Perregakan Peraturan Daerah dan Produk

Hukum Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggataarL kebijakan, pen5rusunan perencanaan

penyelidikin dan penyidikan, pembinaan anggota'

ketatalaksartaan,sararradanprasararrakerjaSeksi
PenegakanPeraturanDaerahdanProdukHukumDaeralr
LainnYa;

b. penyiapan bahan pelaksanaan program kerja Seksi

PenegakanPeraturanDaerahdanProdukHukumDaerah
Lainnyadalampemeliharaandanpenyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

c. pengintegrasian pelaksanaan kebijakan program 
- 

Seksi

PenegakanPeraturanDaerahdanProdukHukumDaerah
LainnYa;

d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan

Lapasitas yang mJliputi pembinaan anggota, ketatalaksanaan

SaranadanprasaranakerjaSeksiPenegakanPeraturan
Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya;

e. pelaksanaan administrasi umum; dan

f. pembinaan, pen5ruluhan, pengendalian, monitoring, evalr.rasi

dan PelaPoran Pelaksanaan tugas'

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{21, Kepala Seksi penegakan Peiaturan Daerah dan Produk

i{ukum Daerah Lainnya mempunyai uraian tugas :

a.MerurrrrrskanFrogramkerja/kegiatanSeksiPenegakan
Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya;

b. men5rusun konsep pedoman pelaksanaan dan petunjuk

teknis Seksi fenegat<an Peraiuran Daerah dan Produk

Hukum Daerah LainnYa;

c.menjrusunprogramdanmenyelenggarakantugas-tugas
secara terpadu dan tugas pelaksanaan kebijakan Penegakan

Peraturan Perundang_undangan Daerah, agar masyarakat

mematuhi dan *"nt .ti Peraiuran Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan' pengawasan' dan

penyuluhanterhadappelanggaranketertibanumumdan
ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

e. melakukan hubungan kerja dengan kompone,, d,l in.stansi

terkait dalam men]rusur} dan mengembangkan kebijakan
operasional seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Produk

Hukum Daerah LainnYa;

f. Mengembangkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) -dd*
pembinaan, pengaw"** dan penyuluhan terhadap

pelanggaran tcetertiuan umum dan ketentraman masyarakat

serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

dan KePutusan KePala Daerah;

g. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam

melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;



h. Merumuskan hasil penetapan kegiatan penghentian dan atau

flrry"g"f"t dengan -"t'gg"t'akan Garis Pembatas Polisi

Fr*oig praja ierhadap 
- pelanggaran peraturan Daerah,

plt"t"i"n Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah;

MenyusunPenyajiandatadaninformasidiseksiPenegakan
peraturan u..r.ii aan produk Hukum Daerah Lainnya di

Lla*rrg pembinaan, pemantauan, pengawasan' penyelidikan'

dan penyidikan;

melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi serta pendataan;

berkoordinasid.enganlembagad.aninstansiterkaitdalam
pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;

melaksanakan kegiatan penyusunan program dan

*."V"f."ggarakan iugas-tugas secara terpadu dan tugas

Penegakan Perund'anglq"6";g3t Daerah untuk menegakan

peraturan Daerah, pJaturan Kepala Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah;

m. melayani dan menerima keluhan masyarakat 9t'.-- 
*.,g",atisis, mengolah, menginventarisasikan dan

menlortir, 
""rtu- 

*",'gJ"uluasi hasil laporan masyarakat;

n. mengumpulkan, menghimpun data-data dan mengagendakan

i.poi"rr rarrrirri*trasi kegiatan Seksi Penegakan Penegakan

Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya;

o.menyampaikanlaporankepadaKepalaSatuanPolisiPamong
Praja mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai

dilaksanakan;

p. membuat uraian tugas staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinYa;

q.membagitugaskepadastaf/pelaksanasesuaidengantugas
fungsinya;

r. memberi Petunjuk
operasional kePada
tupoksinYa;

menilaihasilkinerjadanprestasistaf/pelaksana;dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan'

Bagian KeemPat
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

Personil

Pasal 6

(l)KepalaSeksiPengembarrganKapasitasPersonilmempunyai'-' irgr" pokok -"lu-k"u"t'akan penyiapan 
- 
bahan perumusan

f."6i:"f."" kebutuhan, kesamaptaan dan pengembangan

anggota.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(1),KepalaSeksiPengembtt'gtt'KapasitasPersonilmempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan pen1rusu'nan kebijakan fasilitasi

Pengembangan KaPasitas Anggota;

dan membimbing secara teknis
staf/pelaksana sesuai dengan

k.

1.

S.

t.



b. perumusan dan penyusunan kebijakan fasilitasi peningkatan

sumber Daya Manusia dan kesamaptaan satuan Polisi

Pamong Praja;

c. perumusan dan penjrusunan kebijakan peningkatan Sarana

dan Prasarana seksi-Pengembangan Kapasitas Personil;

d.perencanaanprogramkerjadankegiatanseksi
pengembangan kaPasitas Personil;

e. penerapan dan pelaksanaan program tugas kegiatan seksi

p"ttg"*Uangan kapasitas personil;

f. pemberian pelayanan administrasi seksi pengembangan

kapasitas Personil;

g. pembinaan dan penilaian kineda staf; dan

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja.

{3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
'-' 

Ql, Kepala seksi Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai

uraian tugas sebagai berikut : "
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi

Pengembangan KaPasitas Personil;

b. merencanakan kebutuhan anggota Satuan Polisi Pamong

Praja;

c. merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota

sebagai pedoman dan acuan bagr kepala satuan sebagai

bahan rumusan kebijakan fasilitas Pengembangall Kapasitas

Personil;

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk
perencanaandanpelaksanaanprogram/kegiatan
peningkatan sumber daya manusia untuk satuan polisi

pamong Praja;

e. mengumputkan bahan perumusarl -dan penyusunan

tebifakan program/kegiatan sebagai pedoman kerja kepala

satuan;

f. mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan

menfevaluasi pelaksanaan programlkegiatan seksi

Peng?mbangan KaPasitas Personil;

g. menyelenggarakan kesamaptaan anggota secara rutin dan

berkala;

h. membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan pada Seksi

Pengemb*rsan Kapasitas Personil kepada Kepala satuan;

i. membuat uraian tugas staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinYa;

j. membagi tugas kepada staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinYa;

k. memberi petunjuk dan membimbing secara -teknis
operasional kepala staflpelaksana sesuai dengan

tupoksinYa;

l. menilai hasil kinerja dan prestasi staf/pelaksana; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.



Bagian Kelima
KePala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 7

(1) Kepala Seksi sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok

melala.rkan penyiapan, pengumpulan, perumusal .. 9""
penyusunan 

' dan 
" penylapan pelaksanaan kebijakan

peningkatan sarana dan prasarana kerja' "
(2) Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada
' '*y*t (1), Kepala Seksi sarana dan Prasarana menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :'
a. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaall

tugas;

b. pengoordinasian dengan lembaga/instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas;

c. perencanaan program kerja dan kegiatan seksi sarana dan

prasarana;

d. penerapan dan pelaksanaan program keda dan kegiatan

seksi sarafla dan Prasarana;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(zl,KepalaSeksiSaranadanPrasaranamempunyaiuraian
tugas sebagai berikut : "'

a. men]rusun dan/atau mengoreksi kebutuhan sarana dan
prasaran" Op"ri"ional dan kelengkapan pengamanan sesuai

ketentuan yrrrs berlaku sehingga terpenuhinya kebutuhan
yang diPerlukan;

b.men5rusundan/ataumengoreksipedomandanpetunjuk
teknispenggunaanalatpengamanandanpemanfaatan
sarana dan- prasarana pengamanan sesuai ketentuan
prosedur yang Lerlaku agar tidak terjadi penyalahgunaalu

c.mengaturdanmenyiapkankendaraanoperasional
pengamananbaikrodaempatmaupunrodadua'alat
komunikasi dalam berbagai jenis serta kelengkapan

pengamanan lainnya untuk-menunjang kelancarfil operasi

dilapangan;

d. berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas;

e. membuat uraian tugas staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinYa;

f. membagi tugas kepada staf/pelaksana sesuai dengan tugas

fungsinYa;

g.memberipetunjukdanmembimbingsecara.teknis
operasionalkepalastaf/pelaksanasesuaidengan
tupoksinYa;

h. menilai hasil kinerja dan prestasi staf/pelaksana; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.



Bagian Keenam
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasai 8

(1}KepalaSeksiPerlindunganMasyarakatmempunyaitugaspokok
menyiapkan perumusan p"llk*u.rr*"n kebijakan mediasi,

fasilitasi daJ:'koordinasi icesiagaan dalam mengantisipasi,

menguaaapi dan menangani bencana, serta mengumpulk3.n,

melaksanat<ankebijakanperlindunganmasyarakatdan
ketahanan masYarakat .'''

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
' ' ayat (1), 

-- 
*"pata - Seksi Perlindungan Masyarakat

rienyelenggarakan fungsi sebagai berikut :'
a.penyusunanprogramkerjadankegiatanSeksiPerlindungan

MasYarakat;

b. pelaks gtflaan koordinasi instansi terkait dalam hal

perlindungan masyarakat dalam mengantisipasi'

menghadapi dan menangani bencana;

c.penyiapanperumusankebdakanpeningkatansumberdaya
manusia satuan linmas dalam ikut serta dan berkoordinasi

dengan instansi terkait dalam hal menangani bencana dan

korban bencana;

d.penyiapanperumusalkerjasama.denganinstansillembaga
i"tt 

"iC 
guna pelatihan satuan linmas dengan ik"l *:tt'

untuk p."""i""* bencana dan penyelematan korban

bencana;

e. penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani
pengamanan pemilu/pemilukada dan pengamanan

lingkungan;

f.penyiapanperumusankerjasamadenganinstansi/lembaga
terkaitdalampenanganan,pengamananpemilu/pemilukada
dan pengamanaR lingkungan;

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembinaan

ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;

h.pengevaluasiandanpenyusunanpelaporanpelaksanaan
legiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

i. pembinaan dan penilai kinerja staf; dan

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan'

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(21, Kepala Seksi Pertindungan Misyarakat mempunyai uraian

tugas sebagai berikut ; u'

a. membantu kepala kantor dibidang tugasnya;

b. melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat-dalam
bentuk kegiatan peningkatan manajemen perlindungan

masyarakat dalam penanggulangan bencana;

c. melaksnakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

merryusun sistem dan prosedur serta sarana kerja dalam

pelatsanaan fungsi perlindungan masyarakat untuk ikut
serta dalam mengantisipasi bencana;



d. mengoordinasikan penanggutangal yang melibatlan
berbigai pihak baik 

-pemeiintah, dinas instansi, lembaga

satual kerja, TNI, POLRI dan masyarakat (pengUsaha dan

LSM);

e. meningkatkan kemampuan masyarakat dan ketahanan serta

kemampuan lingkungan untuk aktif menanggulTq atau

untuk *r*p..l6cil akibat malapetaka yang ditimbulkan
olehkerusuhanmasyarakatataubencanalainnya;

f. menata dan menetapkan organisasi linmas dalam rangka

pelaksanaan fungsi linmas;

g. mengumpulkan data dan informasi dari instansillembaga
terkiit dalam penanganan keamanan lingkungan;

h.mengkoordinasikanpenyiapanperumus.ankebijakandalam
menlngani pengamanan pemilu/Pemilukada dan

pengalnallan lingkungan ;

i. mengkoordinasikan penanganan dan
masyarakat;

perlindungan

j. mengkoordinasikan PenylaPan- 
pembinaan bimbingan teknis dan
Perlindun gan MasYarakat;

k. mengkoordinasikan PenYiaPan
bimbingan teknis dalam rangka
periindungan masyarakat;

perumusan kehijakan
penyuluhan Pada Seksi

perumusan kebijakan
pembinaan ketahanan

l. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
peniigkatan sumber auyt manusia satuan perlindungan

masyarakat;

m. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kerjasama

den#n instansi/lemabaga terkait guna pelatihan satuan

perlindungan masyarakat;

n. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
penglrahan satuan perlindungan masyarakat;

o.mengkoordinasikanpenyiapanperumusanpelaksanaan
kebiiakan kajian masalah perlindungan masyarakat dan

ketahanan masYarakat;

p. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam
' pehfsanaan fungsi peilittdungan masyarakat dalam

keikutsertaan program rehabilitasi, relokasi dan

rekonstruksi akibat bencana;

q. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
' p"*6irr"*r, ketahanao masyat^k*! dalam mengantisipasi,

menghadapidanmenangan.ikerusuhanmasyarakat;

r. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
p"*6in*u, ketahanan masyarakat dalam penagamanan

lingkungan;

s. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan

mensistematisasikan data jumlah anggota satuan
perlindungall masyarakat ;

t. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan

masyarakatbagiaparatpemerintahmaupunanggota
masyarakat;



u.

v.

membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

membuat uraian tugas staf/pelaksalla sesuai dengan bidang

tugas fungsinYa masing-masing;

membagi tugas kepada staflpelaksala sesuai dengan tugas

fungsinya;

memberipetunjukdanmembimbingsecarateknis
operasional- kepada staf/pelaksana sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinYa;

menilai hasil kineda dan prestasi staf/pelaksana; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

w.

v.

z.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

dalamjenjang Jabatan Fingsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; '
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada--'"y"t 

1i;, aipimpin oleh *"orrng Telaga-Fungsional seniorJTg
aitr"j.if* dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja; "
(3) Jumlah Pejabat Fungsional.sebagaimalla dimaksud pada ayat
'-' 

{2l,ditentutan berdaiarkan kebutuhan dan beban keda; dan "

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Yang hrerlaku. '
BAB V

TATA KERJA

Pasal 1O

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ke-na11_$atuan Polisi Pamong
'-'Pr*3*, Kepala sub Bagi*t t"t* usaha, Kepala Seksi Penegakan

peraturan Daerah dai produk Hukum Lainnya, Kegall Seksi

Pengambangan Kapasitas Personil, Kepala seksi Perlindungan

Maslarakatl Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta

pemegangJabatanFungsionalwajibmenerapkan_prinsip
koordlr.aJi, iJ*grasi, simplikasi dan sinkronisasi secara Vertikal

serta horizontJbaik dalam lingkungan Satuan Polisi-Pamong
pr4ia maLlpun instansi lain seiuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing. -'

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi

petunj.rt -p"t rttirt dan bertanggung jawab memimpin dan

*.rrgiorainasitcan, memberi petunjuk, mengendalikan

memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahan masing-masing; -'

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan- Polisi
' ' pamdng nia.;a wajib met gikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggUrri 3***U kepada atasannya masing-masing, serta

mengumpulkan laporan tepat waktu; "'



(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan

Satuan polisi p**Irrg Praja yang-beiasal dari bawahan, wajib diolah dan

dip"rg.rrrakan sebagaf bahin penyusunan laporan lebih- lanjut serta untuk

bahan memberikan petunjuk din pembinaan kepada bawahan'

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PAsal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor

19 Tahun 2gog tentang Tlrgas poicok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten x3ti"g*, (Berita Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 12

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan' Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, t5 - 2 -2a$

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, tG 'z - ?Dtb

SEKRET IS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR 7-EO

H.AHMAD YANTENGLIE


